MODEL-MODEL 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 


PENGERTIAN 


Model implementasi kebijakan merupakan kerangka 
dalam melakukan analisis terhadap 
proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk 
menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah 
kebijakan ditetapkan,, sehingga perilaku yang terjadi di 
dalamnya dapat dijelaskan. 
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LANJUTAN..... 


Implementasi kebijakan pemerintahan merupakan 
tahapan terberat kenapa” 


1. Timbul masalah yang tidak sesuai dengan konsep 
2. Kekonsintenan dalam implementasi 


w4— A x | 


LANJUTAN.... 


Riant Nugroho menggambarkan beratnya implementasi: 


“rencana : 20% 
“implementasi : 60% 
“mengendalikan implementasi : 20% 
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MODEL IMPLEMENTASI NAKAMURA DAN SMALWOOD 


POLICY MAKERS : 
ENVIROMENT I 
POLICY FORMATION 


POLICY IMPLEMENTERS : 
ENVIROMENT II POLICY 
IMPLEMENTATION 


POTENTIAL 
BREAKDOWN 


= Policy makers formula specific a. 


goals 
(Pembuat kebijakan 
merumuskan tujuan tertentu) 


Policy maker delegate technical 
authority to implement to 
achieve goal 


(Pembuat kebijakan 
mendelegasikan wewenang 
teknis untuk melaksanakan 
an aa aa ON 


1. Classical Technocracy 


Implementer support policy 
makers goal and devise 
technical means to achieve 
these goals 

(Implementer mendukung 
tujuan pembuat kebijakan dan 
merancang sarana teknis untuk 
mencapai tujuan tersebut) 


a. Technical failures of means 
(kegagalan sarana teknis) 


Ex. 
Kondisi ketika tidak mampu 
melaksanakan 


fungsi Q 


(ketidakteraturan, kerusakan) 


U LANJUTAN...... 


POLICY MAKERS: POLICY IMPLEMENTERS : POTENTIAL 
ENVIROMENT I ENVIROMENT II POLICY BREAKDOWN 


POLICY FORMATION IMPLEMENTATION 


2. Instructed Delegation (Pendelegasian Instruksi) 


a. Policy makers formula specific a. Implementer support policy a. Technical failure of means 


goals makers goal and negotiate (Kegagalan sarana teknis) 

(Pembuat kebijakan administrative means among 

merumuskan tujuan tertentu) themselves to achieve goals b. Negotiation failures (complexity 
(Implementer mendukung stalemate) 

a. Policy maker delegate tujuan pembuat kebijakan dan (Kegagalan negosiasi 
administrative authority to menegosiasikan sarana /kompleksitas jalan buntu) 
implementer to devise the administratif di antara mereka 9 
means to achieve goals untuk mencapai tujuan) 

(Pembuat kebijakan 
mendelegasikan otoritas 
administratif kepada pelaksana 


untuk memikirkan cara 


POLICY MAKERS : 
ENVIROMENT I 


POLICY FORMATION 


LANJUTAN..... 


POLICY IMPLEMENTERS : POTENTIAL 
ENVIROMENT II POLICY BREAKDOWN 
IMPLEMENTATION 


Policy maker formulate goals 
(Pembuat kebijakan 
merumuskan tujuan) 


Policy makers bargain with 
implementers over both goals 
and/or means to achieve goals 

(Pembuat kebijakan melakukan 
tawar-menawar dengan 
pelaksana atas tujuan dan/atau 
sarana untuk mencapai tujuan) 


a. 


3. Bargaining 


Implementers bargain with a. Technical falure of means 

policy makers over goals and/or (Kesalahan teknis sarana) 

means to achieve goals 

(Pelaksana melakukan b. Bargaining failures (stalemate, 

tawar-menawar dengan pembuat non implementation) 

kebijakan atas tujuan dan/atau (Kegagalan tawar-menawar 

sarana untuk mencapai tujuan) (jalan buntu, tidak 
dilaksanakan) 


c. Cooptation or cheating 
(Kooptasi atau kecurangan) 


POLICY MAKERS : POLICY IMPLEMENTERS : POTENTIAL 


ENVIROMENT I ENVIROMENT II POLICY BREAKDOWN 
POLICY FORMATION IMPLEMENTATION 


4. Discretionary Experimentation (Eksperimen Diskresi) 


a. Policy makers support abstract a. Implementers refine goals and a. Technical failure of means 


(undefined) goal means for policy maker (kegagalan teknis sarana) 
(Pembuat kebijakan mendukung (Pelaksana menyempurnakan 
tujuan abstrak (tidak terdefinisi) tujuan dan sarana bagi pembuat b. Ambiguitv 
kebijakan) (kemenduaan) 
b. Policy makers delegate broad 
discretionary authority to c. Cooptation 
implementers to refine goals 
and means d. Unaccountabilitv 
(Pembuat kebijakan 


mendelegasikan otoritas diskresi 
vang luas kepada pelaksana 
untuk menvempurnakan tujuan 


MM dan sarana) 


POLICY MAKERS : 


ENVIROMENT I 


LANJUTAN.... 


POLICY IMPLEMENTERS : POTENTIAL 
ENVIROMENT II POLICY BREAKDOWN 
IMPLEMENTATION 


POLICY FORMATION 


a. Policy makers support goal and a. 
means formulated by 
implementer 

(Pembuat kebijakan 


mendukung tujuan dan sarana 
yang dirumuskan oleh 
pelaksana) 


— ma 


5. Bureaucratic Entreprenership 


Implementers formulate policy a. Technical failure of means 


goals and means to carry out (kegagalan teknis sarana) 

goals and persuade policy 

makers to accept their goal b. Cooptation 

(Implementer merumuskan 

tujuan kebijakan dan sarana c. Unaccountabilitv Q 
untuk melaksanakan tujuan dan | 
membujuk pembuat kebijakan d. Policy preemption ©) 
untuk menerima tujuan mereka) (penganuliran kebijakan) | 


- eta 


2 LANJUTAN... 


Model nakamura 


l. Djojosukarto tahun 2004 untuk memahami peran DPRD dalam implementasi 


kebijakan dari pusat ke daerah dalam rangka pelaksanaan otda 


2. Model ini memberikan kontribusi nilai terkait tatanan hidup bersama 


LANJUTAN. Q 


Matriks Ambiguitas-Konflik: 
Implementasi Kebijakan Model Matlad 


KONFLIK 


Implementasi secara | Implementasi secara 
Rendah administratif politik 


_AMBIGUITAS 


Implementasi secara | Implementasi secara 


eksperimentasi simbolik 


LANJUTAN..... 


Model ini menggambarkan : 


1. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan 
dalam keseharian operasi dan birokrasi pemerintahan, kebijakan disini 


mempunyai ambiguitas yang rendah dan konflik yang rendah 


2. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu 
dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitas rendah namun 7 
tingkat konfliknya tinggi LA 
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LANJUTAN... 


Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang 


mendua, namun tingkat konfliknya rendah 


Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang 


mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi 


s LANJUTAN..... 


Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn 


LANJUTAN.... 


Model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van 
Horn (1975). 


Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan 
pemerintahan, implementator, dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang dimasukkan 
sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut: 


e Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 
e Karakteristik agen pelaksana/implementator 
e Kondisi ekonomi, sosial, dan politik 


e Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor. 


LANJUTAN.... 


Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 


Mudah tidaknva masalah dikendalikan 
1. Dukungan teori dan teknologi 

2. Aa Praja perilaku kelompok sasaran 

3. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki 


Variabel di luar kebijakan yang 
memengaruhi poses implementasi 
1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 


Kemampuan kebijakan untuk 
menstrukturkan proses 
implementasi 
1. Kejelasasn dan konsistensi tujuan 
2. Dipergunakannya teori kausa 

- Ketepatan alokasi sumber dana 
4. Keterpaduan hierarkis di antara 

lembaga pelaksana 

5. Aturan pelaksana dari lembaga 
laksana 
rekrutan pejabat pelaksana 


2. Dukungan publik 
3. Sikap n resources dari konstituen 
4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi 
5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan 
dari pejabat pelaksana 
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LANJUTAN.... 


Model mazmanian dan sabatier disebut model kerangka analisis implementasi (a framework for implementation 
analvsis). Mazmanian-sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, vaitu: 


Variabel independen. Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori 
dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 


Variabel intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 
dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, 
keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan 
pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi 
proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, 
sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari 
pejabat pelaksana. 


Variabel dependen. Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang 
terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. 
Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan 
yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan 
kebijakan yang bersifat mendasar. 
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MODEL IMPLEMENTAS GRINDLE 


Tujuan Kebijakan 


Isi Kebijakan: 
- kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan si 

3. derajat perubahan yang diinginkan 

4. kedudukan pembuat kebijakan 

5. (siapa) pelaksana program 

6. sumber daya yang dikerahkan 


Konteks Implementasi: 

1. kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 
ng terlibat 

2. karakteristik lembaga dan penguasa 

3. kepatuhan dan daya tanggap 


TTT syarakat 
Li k pada ma ' 
m wadang dan individu 
2. perubahan dan 


penerimaan masyarakat 


mam 


Tujuan yang ingin dicapai / 


N Program aksi dan proyek individu yang / 
NE didesain dan diblayai / 


/ 

ÉN \ Apakah program yang / 
N N dijalankan seperti yang / 
direncanakan? / 


/ 
Keberhasilan Implementasi Kebijakan ” 


LANJUTAN.. 


mf 


“Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan grindle 
(1980:7) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi 
kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada: 


e kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, 
e selain dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) 


e dan contex of implementation (konteks implementasinya). 


LANJUTAN..... 


Isi kebijakan yang dimaksud meliputi: 
e Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected). 
e Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit). 
e Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 
e Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making). 
e Para pelaksana program (program implementators). 


“ Sumber daya yang dikerahkan (resources commited). 


LANJUTAN.... 


Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: 


e Kekuasaan (power). 
e Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved). 


e Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics). 


e Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness) 


LANJUTAN.... 


Model mana yang terbaik ? 


Jawabannya: 


Tidak ada model yang terbaik, karena setiap kebijakan 
pemerintahan memerlukan model implementasi yang 
berlainan 
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